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ABSTRAK 

Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Desa 

Sattoko, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, 

menimbulkan kekhawatiran terkait dampak lingkungan dan 

kesehatan masyarakat. Rendahnya pemahaman warga 

terhadap regulasi lingkungan memperbesar risiko pencemaran 

dan konflik sosial, sehingga diperlukan upaya peningkatan 

kesadaran hukum untuk mendukung pengelolaan TPA yang 

berkelanjutan dan partisipatif. Kegiatan pengabdian ini 

bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui 

sosialisasi hukum lingkungan, serta menyusun kajian awal 

risiko lingkungan berbasis masyarakat. Metode pelaksanaan 

meliputi sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi. 
Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan signifikan 

dalam kesadaran hukum masyarakat Desa Sattoko terkait 

implikasi pembangunan TPA terhadap lingkungan. 

Masyarakat mulai memahami pentingnya Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen hukum 

preventif serta kewajiban hukum dalam pengelolaan limbah. 

Selain itu, warga menunjukkan partisipasi aktif dalam 

pemantauan lingkungan dan pelaporan potensi pencemaran. 

Kegiatan sosialisasi, diskusi, dan pendampingan 

berkelanjutan terbukti efektif dalam membangun pemahaman 

hukum ekologis yang aplikatif, memperkuat kolaborasi antara 

masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga pendidikan dalam 

mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkeadilan dan 

berkelanjutan. 

ABSTRACT 

The construction of a final disposal site (TPA) in Sattoko 

Village, Mapilli District, Polewali Mandar Regency, has 

raised concerns regarding its environmental impact and public 

health. Residents' lack of understanding of environmental 

regulations increases the risk of pollution and social conflict, 

necessitating efforts to raise legal awareness to support 

sustainable and participatory landfill management. This 

community service activity aims to increase public legal 

awareness through environmental law socialization, as well as 

compiling initial community-based environmental risk studies. 
Implementation methods include socialization, training, 
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mentoring, and evaluation. The results of the community 

service demonstrated a significant increase in legal awareness 

among the Sattoko Village community regarding the 

environmental implications of landfill construction. The 

community began to understand the importance of 

Environmental Impact Analysis (AMDAL) as a preventive legal 

instrument and a legal obligation in waste management. 

Furthermore, residents actively participated in environmental 

monitoring and reporting potential pollution. Ongoing 

outreach, discussions, and mentoring activities proved 

effective in building an understanding of applicable ecological 

law, strengthening collaboration between the community, 

village government, and educational institutions in realizing 

equitable and sustainable environmental management. 

PENDAHULUAN 

Isu lingkungan hidup merupakan 

persoalan global yang senantiasa menjadi 

perhatian di berbagai tingkatan, baik nasional 

maupun internasional. Salah satu permasalahan 

yang sering muncul di wilayah pedesaan adalah 

pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), 

yang kerap memunculkan perdebatan antara 

kebutuhan akan pembangunan dan upaya 

menjaga kelestarian lingkungan (Bustan & 

Prasetyo, 2022). Situasi serupa terjadi di Desa 

Sattoko, Kecamatan Mapilli, Kabupaten 

Polewali Mandar, di mana rencana 

pembangunan TPA menimbulkan perbedaan 

pandangan di tengah masyarakat. Sebagian 

masyarakat mendukung kebijakan pemerintah 

dalam menyediakan fasilitas pengelolaan 

sampah modern sebagai langkah untuk 

meningkatkan kebersihan dan kesehatan 

lingkungan, sementara sebagian lainnya 

menunjukkan kekhawatiran terhadap potensi 

dampak negatif yang mungkin timbul, seperti 

pencemaran air tanah dan udara, serta penurunan 

kualitas lahan pertanian di area sekitar lokasi 

TPA (Tongkukut et al., 2019). 

Situasi tersebut mencerminkan adanya 

ketimpangan dalam pemahaman masyarakat 

terhadap hukum lingkungan serta rendahnya 

tingkat kesadaran hukum mengenai hak dan 

kewajiban mereka dalam proses pembangunan 

yang berpotensi memengaruhi kondisi 

lingkungan (Yuniardi, 2022). Dalam kerangka 

hukum lingkungan nasional, Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak 

atas lingkungan hidup yang layak dan sehat, 

sekaligus kewajiban untuk berpartisipasi dalam 

pelestariannya (Sembiring et al., 2018). Namun, 

realitas di lapangan menunjukkan bahwa 

sebagian besar masyarakat belum memahami 

substansi dan implementasi regulasi tersebut 

secara menyeluruh. Kondisi ini berdampak pada 

rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan publik yang berkaitan 

langsung dengan lingkungan mereka, termasuk 

dalam pelaksanaan konsultasi publik dan 

analisis mengenai dampak lingkungan 

(AMDAL) (Restu Hikmah Ayu Murti et al., 

2022). 

Fenomena rendahnya partisipasi 

masyarakat tersebut tidak hanya terjadi di Desa 

Sattoko, tetapi juga merupakan persoalan yang 

umum dijumpai di berbagai wilayah Indonesia. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Sutopo (2020) dalam Jurnal Hukum Lingkungan 

Indonesia, tingkat keterlibatan masyarakat 

dalam proses pembangunan TPA di daerah 

pedesaan cenderung rendah akibat kurangnya 

edukasi serta minimnya kegiatan sosialisasi 

terkait hukum lingkungan. Sejalan dengan 

temuan tersebut, (Suryani, 2021) melalui 

kegiatan pengabdian masyarakat di Kabupaten 

Gowa mengungkapkan bahwa pelaksanaan 

sosialisasi hukum lingkungan berbasis 

masyarakat dapat meningkatkan pemahaman 

warga terhadap hak dan kewajiban mereka, 

sekaligus memperkuat kerja sama antara 

pemerintah dan masyarakat dalam upaya 

pelestarian lingkungan. Berdasarkan hasil kedua 

penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan partisipatif melalui edukasi dan 

sosialisasi hukum memiliki pengaruh yang 
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signifikan dalam meningkatkan kesadaran 

hukum masyarakat serta mendorong perilaku 

yang lebih ramah terhadap lingkungan 

(Windarto et al., 2020). 

Berdasarkan kondisi tersebut, Desa 

Sattoko memerlukan upaya intervensi melalui 

pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang terencana, terarah, dan 

berfokus pada edukasi hukum lingkungan 

(Winahyu et al., 2019). Program ini tidak hanya 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat terhadap aspek hukum, tetapi juga 

untuk menumbuhkan kesadaran kolektif 

mengenai pentingnya peran aktif warga dalam 

setiap proses pembangunan yang memiliki 

keterkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup 

(Hariyadi et al., 2020). Dalam pelaksanaannya, 

diperlukan pendekatan partisipatif dalam 

mengidentifikasi, membahas, dan mencari solusi 

terhadap berbagai persoalan lingkungan, 

termasuk di dalamnya pengelolaan Tempat 

Pemrosesan Akhir (TPA). 

Kegiatan pengabdian ini juga difokuskan 

pada penyusunan kajian awal mengenai risiko 

lingkungan berbasis partisipasi masyarakat, agar 

warga Desa Sattoko memiliki pemahaman yang 

lebih komprehensif baik dari sisi ilmiah maupun 

yuridis terhadap potensi dampak yang 

ditimbulkan oleh pembangunan TPA. Melalui 

pelaksanaan kegiatan ini, masyarakat diharapkan 

dapat memahami dan menerapkan prinsip-

prinsip fundamental dalam hukum lingkungan, 

seperti asas tanggung jawab, asas partisipatif, 

serta asas kehati-hatian, yang menjadi dasar bagi 

setiap kebijakan pembangunan berkelanjutan 

(Lestari, 2018). Dengan demikian, program 

pengabdian ini tidak hanya berperan dalam 

meningkatkan literasi dan kesadaran hukum 

masyarakat, tetapi juga memperkuat peran 

mereka sebagai aktor utama yang berpartisipasi 

aktif dalam mewujudkan pembangunan yang 

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 

(Laely Priatna et al., 2020). 

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan 

pengabdian ini berlandaskan pada pemahaman 

bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan 

elemen fundamental dalam membangun sistem 

tata kelola lingkungan yang adil, partisipatif, 

dan berkelanjutan (Laely Priatna et al., 2020). 

Masyarakat yang memiliki pemahaman 

memadai mengenai aspek hukum akan lebih 

mampu berperan aktif dalam proses 

perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap 

berbagai bentuk pembangunan yang berpotensi 

memengaruhi lingkungan di sekitarnya (Kamur 

et al., 2024). Pandangan ini sejalan dengan 

temuan Prasetyo (2022) yang mengungkapkan 

bahwa peningkatan literasi hukum lingkungan 

pada tingkat masyarakat desa memiliki korelasi 

positif terhadap efektivitas implementasi 

kebijakan pengelolaan sampah serta upaya 

pelestarian ekosistem lokal. 

Berdasarkan berbagai permasalahan dan 

hasil penelitian terdahulu, kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat ini memiliki tujuan utama 

untuk meningkatkan kesadaran hukum 

masyarakat Desa Sattoko terhadap dampak 

pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 

terhadap lingkungan hidup (Rismayanti et al., 

2021). Secara lebih spesifik, kegiatan ini 

diarahkan untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat mengenai hukum lingkungan 

melalui program sosialisasi dan diskusi 

interaktif, serta menyusun kajian awal mengenai 

risiko lingkungan berbasis masyarakat yang 

dapat dijadikan acuan bagi pemerintah desa 

dalam merancang kebijakan pengelolaan 

lingkungan yang berkelanjutan dan sejalan 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (WITONO, 2022). 

METODE 

Metode yang diterapkan dalam kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat ini disusun 

untuk mengatasi permasalahan rendahnya 

tingkat pemahaman serta kesadaran hukum 

masyarakat terhadap konsekuensi pembangunan 

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) bagi 

lingkungan hidup. Pendekatan yang digunakan 

bersifat partisipatif dan edukatif, dengan fokus 

utama pada peningkatan literasi hukum 

lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat 

agar memiliki kemampuan dan kesadaran untuk 

berperan secara aktif dalam upaya pelestarian 

serta pengelolaan lingkungan secara 

berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan 

melalui empat tahapan utama, yaitu sosialisasi, 

pelatihan, pendampingan, dan evaluasi, yang 

saling berkaitan dan berkesinambungan (Willi 

Afran et al., 2025). 

Tahap awal pelaksanaan kegiatan 

dimulai dengan sosialisasi hukum lingkungan 

kepada masyarakat Desa Sattoko. Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberikan pemahaman 

mendasar mengenai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 
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khususnya yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada tahap 

ini, masyarakat diberi penjelasan mengenai hak 

dan kewajiban mereka sebagai warga negara 

dalam konteks pembangunan yang 

berkelanjutan, serta pemahaman tentang potensi 

dampak pembangunan TPA terhadap aspek 

kesehatan dan keseimbangan ekosistem. Proses 

sosialisasi dilaksanakan secara interaktif melalui 

metode ceramah, sesi tanya jawab, dan diskusi 

kelompok, sehingga peserta dapat memahami 

secara lebih mendalam substansi hukum yang 

disampaikan (Arinda et al., 2023). 

Setelah tahap sosialisasi, kegiatan 

dilanjutkan dengan pelatihan yang difokuskan 

pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam 

berpartisipasi secara aktif terhadap berbagai isu 

lingkungan. Materi pelatihan mencakup 

mekanisme partisipasi publik dalam 

perencanaan pembangunan, teknik penyusunan 

dan penyampaian aspirasi masyarakat, serta 

metode sederhana dalam mengidentifikasi 

potensi risiko lingkungan. Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberdayakan masyarakat 

agar mampu terlibat secara konstruktif dalam 

pengawasan dan pengelolaan lingkungan di 

sekitar area pembangunan TPA (PUTRI AZMI 

ANNIDYA & Ardisty, 2024). 

Kegiatan pendampingan dilaksanakan 

secara berkelanjutan dengan tujuan memastikan 

bahwa masyarakat mampu 

mengimplementasikan pengetahuan yang telah 

diperoleh dalam aktivitas sehari-hari. Pada tahap 

ini, tim pengabdian memberikan bimbingan 

teknis dan konsultasi hukum kepada masyarakat 

untuk membantu mereka dalam 

mengidentifikasi potensi pelanggaran terhadap 

ketentuan lingkungan serta memahami langkah-

langkah advokasi hukum yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Selain itu, 

kegiatan pendampingan ini juga difokuskan 

pada penyusunan kajian awal risiko lingkungan 

berbasis partisipasi masyarakat, yang berfungsi 

sebagai dokumen pendukung bagi pemerintah 

desa dalam proses pengambilan keputusan 

mengenai pengelolaan pembangunan TPA agar 

berjalan secara berkelanjutan dan selaras dengan 

prinsip-prinsip hukum lingkungan (Arpandi & 

Aminah, 2023). 

Tahapan terakhir dari kegiatan ini 

adalah evaluasi, yang bertujuan untuk mengukur 

tingkat efektivitas pelaksanaan program, sejauh 

mana peningkatan pemahaman masyarakat 

terhadap hukum lingkungan, serta perubahan 

sikap dan perilaku mereka setelah mengikuti 

rangkaian kegiatan. Proses evaluasi dilakukan 

melalui wawancara mendalam, observasi 

lapangan, dan penyebaran kuesioner kepada 

peserta untuk memperoleh gambaran 

menyeluruh mengenai dampak kegiatan. Hasil 

dari evaluasi ini kemudian dijadikan landasan 

dalam penyusunan rekomendasi bagi pemerintah 

desa maupun instansi terkait guna merumuskan 

kebijakan dan program lanjutan yang 

berorientasi pada peningkatan kesadaran hukum 

masyarakat serta penguatan pengelolaan 

lingkungan yang berkelanjutan (Annita et al., 

2023). 

Dengan penerapan keempat tahapan 

tersebut, kegiatan pengabdian ini diharapkan 

dapat memberikan solusi yang holistik dan 

efektif terhadap permasalahan rendahnya tingkat 

kesadaran hukum masyarakat di Desa Sattoko. 

Pendekatan metode ini tidak hanya 

menitikberatkan pada peningkatan aspek 

pengetahuan hukum lingkungan, tetapi juga 

berorientasi pada pembangunan kemandirian 

dan tanggung jawab hukum masyarakat dalam 

menjaga serta melestarikan lingkungan hidup 

dari berbagai potensi dampak negatif yang 

ditimbulkan oleh pembangunan Tempat 

Pemrosesan Akhir (TPA) (Giovanni Dakpati 

Mentaya Lukas & Naniek Ratni J.A.R, 2023). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian tahun 2025 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum 

masyarakat terhadap implikasi pembangunan 

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terhadap 

lingkungan di Desa Sattoko, Kecamatan Mapilli, 

Kabupaten Polewali Mandar. 

Tabel 1. Biodata Responden 
No Nama Usia Jenis 

Kelamin 

Pendidikan 

Terakhir 

1 AF 21–35 

tahun 

Laki-laki Perguruan 

Tinggi 

2 SR 36–50 

tahun 

Perempuan Perguruan 

Tinggi 

3 JF 21–35 

tahun 

Laki-laki SMA 

4 NR 21–35 

tahun 

Perempuan SMP 

5 AR 21–35 

tahun 

Laki-laki SMP 

6 RM 21–35 

tahun 

Perempuan SMA 
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7 AS 21–35 

tahun 

Laki-laki Perguruan 

Tinggi 

8 WK 21–35 

tahun 

Perempuan Perguruan 

Tinggi 

9 IS 21–35 

tahun 

Laki-laki Perguruan 

Tinggi 

10 RH 36–50 

tahun 

Perempuan Perguruan 

Tinggi 

11 SG > 50

tahun

Laki-laki SD/Sederajat 

12 ND 36–50

tahun

Perempuan SMA 

13 FD 21–35

tahun

Laki-laki SMP 

14 MA 36–50

tahun

Perempuan SMP 

15 AM 21–35

tahun

Laki-laki SMA 

16 WO 21–35

tahun

Perempuan Perguruan 

Tinggi 

17 LO 21–35

tahun

Laki-laki SMP 

18 EP 36–50

tahun

Perempuan SMP 

19 RH 36–50

tahun

Laki-laki SMP 

20 SY 36–50

tahun

Perempuan Perguruan 

Tinggi 

21 JM > 50

tahun

Laki-laki Perguruan 

Tinggi 

22 FT 36–50

tahun

Perempuan SMP 

23 AR < 20

tahun

Perempuan SMA 

24 MI 21–35

tahun

Laki-laki SMP 

25 HM 21–35

tahun

Perempuan SMP 

26 MT 21–35

tahun

Laki-laki SMP 

27 WS < 20

tahun

Perempuan SMA 

Koordinasi dan Persiapan Kegiatan dengan 

Mitra 

Tahap awal pengabdian masyarakat 

dimulai dengan koordinasi antara Pemerintah 

Desa Sattoko, tokoh masyarakat, dan kelompok 

sasaran di sekitar rencana pembangunan TPA. 

Koordinasi ini menghasilkan kesepahaman dan 

komitmen bersama untuk melaksanakan 

program peningkatan kesadaran hukum 

lingkungan. Sebanyak 27 peserta, terdiri atas 

aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga 

sekitar lokasi TPA, dilibatkan. Kegiatan 

koordinasi bertujuan memastikan keterlibatan 

aktif seluruh pemangku kepentingan sejak 

perencanaan agar program berjalan partisipatif, 

efektif, dan berkelanjutan. 

Tahap koordinasi awal mencerminkan 

penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur 

Pasal 70 ayat (1) UUPPLH 2009, yang 

menegaskan hak dan kesempatan masyarakat 

untuk berperan aktif dalam perlindungan 

lingkungan. Pelaksanaan sosialisasi hukum 

lingkungan menunjukkan peningkatan signifikan 

dalam pemahaman peserta mengenai hak dan 

kewajiban terkait pembangunan TPA. 

Sebelumnya, masyarakat kurang memahami 

regulasi AMDAL dan prinsip kehati-hatian, 

namun setelah sosialisasi mereka lebih 

memahami pentingnya tanggung jawab kolektif 

dalam mengawasi kegiatan pembangunan yang 

berpotensi berdampak pada lingkungan. Temuan 

ini sejalan dengan Suryani (2021), yang 

menyatakan bahwa sosialisasi hukum 

lingkungan mampu meningkatkan literasi 

hukum dan kesadaran ekologis masyarakat 

dalam pengelolaan lingkungan  (Hidayat et al., 
2020). 

Pelatihan dan pendampingan 

memberikan dampak positif terhadap perubahan 

sikap dan meningkatnya keterlibatan masyarakat 

dalam isu lingkungan. Wawancara dan observasi 

menunjukkan antusiasme tinggi serta komitmen 

masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan 

kajian awal risiko lingkungan berbasis 

masyarakat. Temuan ini mendukung penelitian 

Sutopo (2020) yang menyatakan bahwa 

pemberdayaan melalui pelatihan dan 

pendampingan dapat meningkatkan partisipasi 

warga dalam pengambilan keputusan terkait 

pengelolaan lingkungan hidup  (Sutopo, 2020). 
Pada tahap koordinasi dan persiapan 

kegiatan dengan mitra, terlihat bahwa proses 

sosialisasi mengenai rencana pembangunan TPA 

di Desa Sattoko telah berhasil membangun dasar 

pemahaman hukum dan lingkungan bagi 

masyarakat, meskipun masih menyisakan 

beberapa celah yang perlu diperkuat. Seluruh 

responden menyatakan mengetahui rencana 

pembangunan TPA, menunjukkan bahwa 

komunikasi awal antara pemerintah desa, 

instansi teknis, dan masyarakat telah 

berlangsung dengan baik. Tingkat pemahaman 

setelah sosialisasi cenderung berada pada 

kategori “cukup paham” hingga “sangat 

paham”, khususnya terkait tujuan pembangunan, 

dampak positif, dan mekanisme pengelolaan 

sampah, yang mencerminkan efektivitas 

penyampaian materi dari mitra pelaksana. 
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Namun demikian, kekhawatiran masyarakat 

terkait dampak lingkungan, seperti pencemaran, 

bau, akses jalan, dan kerusakan hutan, masih 

sangat tinggi, menandakan perlunya 

penyempurnaan koordinasi antara pemerintah 

dan mitra untuk memberikan informasi yang 

lebih transparan dan teknis mengenai mitigasi 

dampak negatif. Mayoritas warga merasa 

dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, 

menunjukkan bahwa pola partisipasi sudah 

dibangun, tetapi beberapa respon yang 

menyatakan ketidaksetujuan dan kurangnya 

kejelasan informasi menegaskan bahwa 

mekanisme konsultasi publik belum sepenuhnya 

merata. Masukan masyarakat seperti percepatan 

izin, perbaikan akses jalan, penyediaan TPS 

sementara, peluang kerja lokal, hingga 

pengawasan bersama menegaskan bahwa 

koordinasi antara pemerintah desa, mitra teknis, 

dan warga harus lebih terencana agar seluruh 

aspek hukum, teknis, dan sosial dapat disiapkan 

dengan matang. Secara keseluruhan, data 

menunjukkan bahwa koordinasi dan persiapan 

kegiatan bersama mitra telah berjalan cukup 

efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum 

masyarakat, namun masih perlu pendalaman 

informasi, transparansi mitigasi dampak, dan 

penguatan pelibatan publik agar pembangunan 

TPA dapat diterima secara lebih komprehensif 

dan berkelanjutan. 

Penyusunan dan Penggandaan Booklet 

Sosialisasi 

Penyusunan dan distribusi booklet 

sosialisasi hukum lingkungan menjadi salah satu 

komponen utama pengabdian masyarakat di 

Desa Sattoko. Tim merancang booklet berjudul 

“Kesadaran Hukum dan Dampak Pembangunan 

TPA terhadap Lingkungan” yang disesuaikan 

dengan karakteristik warga agar mudah 

dipahami. Booklet mencakup lima                         

topik: dampak pembangunan TPA, aspek 

kesadaran dan perlindungan hukum, peran 

warga, peran pemerintah daerah, serta studi 

kasus relevan. Materi yang terstruktur dan 

kontekstual ini menjadi pedoman praktis bagi 

masyarakat untuk memahami hubungan antara 

aspek hukum dan pengelolaan lingkungan di 

desa mereka. 

Penyusunan booklet dilakukan secara 

kolaboratif antara tim pengabdian dan 

perwakilan masyarakat agar materi sesuai 

dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman 

warga. Isi booklet disusun berdasarkan kerangka 

hukum, terutama UU No. 32 Tahun 2009, serta 

dilengkapi contoh kasus untuk memperjelas 

pesan hukum. Pendekatan ini menerapkan 

konsep contextual legal education, yaitu 

penyusunan materi hukum yang 

mempertimbangkan konteks sosial-budaya 

masyarakat, sekaligus mencerminkan prinsip 

inklusivitas dalam pendidikan hukum yang 

memastikan akses informasi hukum merata bagi 

seluruh warga (Prasenja et al., 2022). 
Sebanyak 30 booklet dibagikan kepada 

aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga 

sekitar rencana pembangunan TPA. Booklet ini 

menjadi bahan utama dalam sosialisasi dan 

diskusi, sehingga peserta memiliki referensi 

tertulis untuk dipelajari kembali. Observasi dan 

wawancara menunjukkan tingginya antusiasme 

peserta, terutama pada bagian studi kasus dan 

peran hukum dalam melindungi lingkungan. 

Temuan ini menunjukkan bahwa media 

pembelajaran tertulis yang sederhana namun 

kontekstual dapat meningkatkan efektivitas 

sosialisasi hukum lingkungan dan memperkuat 

pemahaman masyarakat desa. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian 

Salsabila (2023) yang menunjukkan bahwa 

media cetak sederhana efektif meningkatkan 

pemahaman hukum masyarakat desa. Media 

edukatif seperti booklet dan brosur berperan 

penting dalam mentransformasikan pengetahuan 

hukum, terutama bagi warga dengan akses 

digital terbatas (Salsabila, 2023). Dalam 

pengabdian di Desa Sattoko, penggunaan 

booklet tidak hanya meningkatkan kesadaran 

hukum, tetapi juga memperkuat kemampuan 

masyarakat dalam memahami dan menjalankan 

hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum 

terkait pembangunan yang berpotensi 

berdampak pada lingkungan (Nugroho & 

Firmansyah, 2018). 

Secara analitis, penyusunan dan 

pemanfaatan booklet menunjukkan bahwa 

literasi hukum berbasis media cetak masih 

sangat relevan untuk pemberdayaan masyarakat 

pedesaan. Booklet menjadi alat efektif yang 

menjembatani norma hukum dengan praktik 

sosial, sehingga nilai hukum lebih mudah 

diinternalisasi. Selain itu, booklet berpotensi 

menjadi referensi berkelanjutan bagi pemerintah 

desa dan masyarakat dalam edukasi hukum. 

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya 

meningkatkan pemahaman hukum secara 

langsung, tetapi juga mewariskan materi 

edukatif yang memperkuat budaya kesadaran 



Vol. 8 No. 4, November 2025 

 17

hukum dan partisipasi masyarakat dalam 

menjaga lingkungan hidup. 

Berdasarkan temuan lapangan, 

penyusunan dan penggandaan booklet sosialisasi 

memegang peran penting dalam peningkatan 

kesadaran hukum masyarakat terkait implikasi 

pembangunan TPA di Desa Sattoko. Data 

menunjukkan bahwa hampir seluruh responden 

telah mengetahui rencana pembangunan TPA 

sebelum sosialisasi, namun tingkat pemahaman 

mereka setelah kegiatan masih berada pada 

kategori “cukup paham” hingga “sangat 

paham”, terutama terkait tujuan pembangunan, 

dampak positif, serta teknologi pengelolaan 

sampah. Di sisi lain, pemahaman tentang potensi 

dampak negatif masih bervariasi, sementara 

tingkat kekhawatiran lingkungan tetap sangat 

tinggi pada mayoritas responden. Hal ini 

menunjukkan bahwa booklet sebagai media 

informasi perlu disusun dengan struktur yang 

lebih sistematis, bahasa yang mudah dipahami, 

serta dilengkapi visualisasi teknis agar mampu 

menjawab kekhawatiran warga secara 

komprehensif. Catatan responden mengenai 

perlunya transparansi anggaran, penjelasan 

mitigasi bau, perbaikan akses jalan, hingga 

kejelasan perizinan menegaskan bahwa materi 

booklet harus memuat aspek hukum, teknis, dan 

rencana pengendalian dampak secara jelas. 

Selain itu, karena sebagian warga menilai 

informasi sosialisasi “cukup jelas” namun masih 

ada yang menganggapnya “kurang jelas”, 

penggandaan booklet menjadi strategi penting 

untuk memastikan pemerataan informasi bagi 

seluruh kelompok usia dan pendidikan. Secara 

keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa 

booklet sosialisasi harus dirancang sebagai 

media edukasi hukum yang ringkas namun 

informatif, mampu memperkuat pemahaman 

masyarakat, mengurangi kekhawatiran 

lingkungan, serta meningkatkan kepercayaan 

publik terhadap proses pembangunan TPA. 

Observasi dan Dokumentasi Dampak 

Lingkungan Awal 

Observasi dan dokumentasi dampak 

lingkungan awal dilakukan untuk memperoleh 

data empiris mengenai kondisi ekologis calon 

lokasi TPA di Desa Sattoko. Pengamatan 

difokuskan pada jarak dari permukiman, 

karakteristik tanah, dan potensi aliran limbah. 

Hasil observasi menunjukkan lokasi berjarak 

lebih dari 500 meter dari permukiman sehingga 

relatif aman, namun terdapat potensi aliran 

limbah menuju desa tetangga yang perlu 

diantisipasi dengan sistem drainase dan 

pengelolaan air lindi. Tanah di area tersebut juga 

diketahui telah mengalami penurunan 

kesuburan, sehingga dinilai sesuai untuk lokasi 

TPA dari segi efisiensi lahan dan rendahnya 

produktivitas pertanian. 

Analisis observasi menunjukkan bahwa 

calon lokasi TPA di Desa Sattoko telah 

memenuhi persyaratan teknis sesuai Permen LH 

No. 03 Tahun 2013, terutama terkait jarak dari 

permukiman, sumber air, dan kondisi geologi. 

Lokasi ini dinilai layak sebagai tahapan awal 

pembangunan TPA. Namun, pengawasan dan 

evaluasi lingkungan berkelanjutan tetap 

diperlukan untuk mencegah risiko pencemaran 

air tanah maupun air permukaan, mengingat 

perubahan kondisi hidrologi dan aktivitas 

operasional TPA yang dapat menimbulkan 

dampak kumulatif jika tidak dikelola secara 

hati-hati (Azizi et al., 2022). 

Temuan observasi di Desa Sattoko 

konsisten dengan penelitian Sutopo (2020), yang 

menekankan bahwa pemilihan lokasi TPA harus 

memperhatikan jarak aman dari permukiman 

dan kondisi geoteknik tanah untuk mencegah 

pencemaran. Sutopo juga menyoroti pentingnya 

aspek geografis seperti kemiringan lahan dan 

arah aliran air tanah (Sutopo, 2020). Dalam 

konteks Desa Sattoko, prinsip-prinsip ini relevan 

karena adanya potensi aliran limbah menuju 

desa tetangga. Oleh sebab itu, pemantauan 

berkala terhadap kualitas air dan tanah menjadi 

langkah strategis untuk menerapkan pencegahan 

dini terhadap potensi pencemaran (Masitoh & 

Satyo, 2025). 

Secara analitis, hasil observasi 

menegaskan pentingnya kolaborasi masyarakat 

dan pemerintah desa dalam pemantauan 

lingkungan di sekitar calon lokasi TPA. 

Keterlibatan warga memperkuat transparansi 

dan efektivitas perlindungan lingkungan 

berkelanjutan. Melalui forum diskusi, 

masyarakat menunjukkan komitmen untuk ikut 

memantau dan melaporkan dini jika ada indikasi 

pencemaran. Pendekatan partisipatif ini sejalan 

dengan prinsip Environmental Governance, 

yang menempatkan masyarakat sebagai mitra 

strategis dan agen pengendali dalam tata kelola 

lingkungan yang akuntabel dan berkeadilan. 

Pelaksanaan observasi dan dokumentasi 

tidak hanya berfungsi sebagai penilaian teknis 

kelayakan lokasi TPA, tetapi juga menjadi 

sarana pembelajaran sosial dan hukum bagi 
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masyarakat Desa Sattoko. Keterlibatan warga 

dalam mengidentifikasi potensi risiko 

lingkungan meningkatkan pemahaman mereka 

tentang prinsip kehati-hatian, pentingnya 

pengawasan berkelanjutan, dan kepatuhan 

terhadap hukum lingkungan. Temuan ini 

menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian 

berkontribusi dalam membangun kesadaran 

hukum berbasis data empiris serta mendorong 

kemitraan sinergis antara masyarakat, 

pemerintah, dan akademisi dalam tata kelola 

lingkungan yang partisipatif dan berkelanjutan. 

Hasil observasi dan dokumentasi 

terhadap persepsi warga mengenai dampak 

lingkungan awal pembangunan TPA 

menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat 

terhadap potensi implikasi lingkungan sudah 

cukup tinggi, tercermin dari dominannya tingkat 

kekhawatiran yang berada pada kategori 

“khawatir” hingga “sangat khawatir” meskipun 

hampir seluruh responden menyatakan setuju 

dengan pembangunan TPA. Data juga 

menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat 

tentang dampak negatif—seperti pencemaran, 

bau, kebisingan, kerusakan hutan, dan gangguan 

kesehatan—sudah relatif baik bagi sebagian 

besar responden, meskipun masih terdapat 

beberapa warga yang merasa kurang paham. 

Meskipun demikian, kekhawatiran yang tinggi 

ini justru memperkuat nilai strategis dari 

observasi dampak awal, karena masyarakat 

secara aktif mengidentifikasi aspek lingkungan 

yang perlu diantisipasi, seperti kebutuhan 

perbaikan jalan akses, pengendalian bau, 

perlindungan hutan, penanaman pohon 

pengganti, mitigasi debu, dan penjagaan lokasi 

agar tidak menjadi tempat pembuangan liar. 

Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan 

observasi dan dokumentasi perlu 

disosialisasikan dengan lebih transparan kepada 

masyarakat melalui penjelasan mengenai 

teknologi pengelolaan, mekanisme mitigasi 

pencemaran, dan perencanaan teknis lainnya. 

Secara keseluruhan, hasil survei memperlihatkan 

bahwa observasi dampak lingkungan awal sudah 

berhasil memicu kepedulian masyarakat 

terhadap isu hukum dan ekologis, namun masih 

diperlukan penyampaian data dan dokumentasi 

yang lebih jelas dan komprehensif agar 

kekhawatiran warga dapat diminimalkan dan 

dukungan terhadap pembangunan TPA dapat 

diperkuat secara berkelanjutan. 

Fasilitasi Forum Diskusi Tripartit 

Forum diskusi tripartit menjadi tahap 

penting dalam pengabdian masyarakat di Desa 

Sattoko untuk memperkuat sinergi antara 

pemerintah desa, masyarakat, dan akademisi 

terkait rencana pembangunan TPA. Forum ini 

membahas potensi dampak hukum, sosial, dan 

ekologis, serta menjadi ruang dialog terbuka 

untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman. 

Melalui proses deliberatif, forum ini 

membangun pemahaman kolektif dan 

kesepakatan mengenai tanggung jawab bersama 

dalam mewujudkan pembangunan lingkungan 

yang berkelanjutan di tingkat desa. 

Forum diskusi tripartit menghasilkan 

tiga rekomendasi penting untuk memastikan 

pembangunan TPA sesuai prinsip hukum 

lingkungan. Pertama, perlu dilakukan kajian 

lingkungan hidup secara menyeluruh sebelum 

proyek dimulai. Kedua, pemahaman masyarakat 

tentang tujuan, manfaat, dan risiko 

pembangunan TPA perlu ditingkatkan untuk 

menghindari penolakan sosial. Ketiga, 

diperlukan peraturan desa mengenai pengelolaan 

sampah berbasis masyarakat sebagai bentuk tata 

kelola lingkungan yang inklusif. Rekomendasi 

ini mencerminkan kesadaran bahwa 

keberhasilan pembangunan infrastruktur 

lingkungan memerlukan kesiapan hukum, sosial, 

dan partisipasi aktif masyarakat (Samuel Jefry 

Marthin & Angly Desvina Simbolon, 2025). 

Forum tripartit ini merupakan penerapan 

asas keterbukaan dan partisipasi publik sesuai 

UUPPLH 2009, yang menjamin hak masyarakat 

untuk terlibat dalam pengambilan keputusan 

pengelolaan lingkungan. Di Desa Sattoko, forum 

ini menjadi wadah bagi warga menyampaikan 

aspirasi dan kekhawatiran terkait rencana 

pembangunan TPA serta membantu membangun 

kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah 

desa. Forum ini juga berfungsi sebagai 

instrumen komunikasi yang mendorong 

akuntabilitas, transparansi, dan meminimalkan 

potensi konflik sosial akibat perbedaan persepsi 

dalam proses pembangunan lingkungan

(Hasanuddin & Iskandar, 2025). 

Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan 

pandangan Hadjon (2021) bahwa forum 

konsultatif tripartit—melibatkan pemerintah, 

masyarakat, dan akademisi—berperan penting 

dalam memperkuat transparansi dan mencegah 

konflik hukum di tingkat lokal. Hadjon 

menekankan bahwa mekanisme ini merupakan 

bentuk good environmental governance yang 

menempatkan masyarakat sebagai subjek utama 
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perlindungan lingkungan. Dalam konteks Desa 

Sattoko, forum ini terbukti efektif 

menghubungkan perspektif akademik, 

kebutuhan masyarakat, dan arah kebijakan 

pemerintah desa, sehingga menghasilkan 

rekomendasi yang lebih partisipatif, inklusif, 

dan berkelanjutan (Wailola, 2025). 

Secara analitis, forum diskusi tripartit 

menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif 

sangat penting untuk mewujudkan 

pembangunan berorientasi lingkungan. Forum 

ini tidak hanya meningkatkan pemahaman 

masyarakat mengenai hukum lingkungan, tetapi 

juga memberdayakan mereka untuk terlibat 

dalam perumusan kebijakan ekologis di tingkat 

lokal. Rekomendasi yang dihasilkan memiliki 

nilai strategis jangka panjang, terutama dalam 

mendorong sistem pengelolaan sampah berbasis 

komunitas. Dengan demikian, kegiatan ini 

memberikan solusi praktis sekaligus 

memperkuat struktur sosial dan hukum desa 

sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan 

yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat 

dan kelestarian lingkungan. 

Fasilitasi Forum Diskusi Tripartit dalam 

upaya peningkatan kesadaran hukum 

masyarakat mengenai implikasi pembangunan 

TPA di Desa Sattoko menunjukkan efektivitas 

yang cukup tinggi dalam membangun 

pemahaman bersama antara pemerintah desa, 

masyarakat, dan pihak pelaksana teknis. Data 

responden memperlihatkan bahwa hampir 

seluruh warga telah mengetahui rencana 

pembangunan TPA sebelum sosialisasi dan 

setelah mengikuti forum diskusi, mayoritas 

merasa cukup hingga sangat paham mengenai 

tujuan, manfaat, serta potensi dampak 

negatifnya. Tingkat kekhawatiran masyarakat 

yang dominan berada pada kategori “khawatir” 

hingga “sangat khawatir” justru menegaskan 

bahwa forum diskusi menjadi ruang penting 

untuk klarifikasi isu-isu hukum dan lingkungan 

seperti perizinan, penebangan pohon, 

pengelolaan bau, pencemaran, akses jalan, dan 

risiko gangguan kesehatan. Sekalipun warga 

umumnya setuju dengan pembangunan TPA, 

forum ini juga mengungkap adanya kebutuhan 

pelibatan yang lebih kuat, terutama bagi 

sebagian kecil warga yang merasa kurang 

dilibatkan dan masih memiliki pemahaman 

terbatas. Berbagai masukan seperti transparansi 

anggaran, pembaruan informasi rutin, 

penanaman pohon pengganti, penyediaan TPS 

sementara, pengawasan bersama, serta jaminan 

kelestarian lingkungan mencerminkan bahwa 

forum tripartit berhasil mendorong masyarakat 

untuk berpartisipasi aktif dan mengemukakan 

aspirasi berdasarkan kesadaran hukum yang 

berkembang. Secara keseluruhan, forum diskusi 

tripartit berfungsi tidak hanya sebagai sarana 

sosialisasi, tetapi juga sebagai mekanisme 

komunikasi hukum yang meningkatkan 

kepercayaan masyarakat, memperkuat kontrol 

sosial, dan meminimalkan potensi konflik dalam 

proses pembangunan TPA di Desa Sattoko. 

Sosialisasi Hukum Lingkungan di Desa 

Sattoko 

Pelaksanaan sosialisasi hukum 

lingkungan di Desa Sattoko menjadi langkah 

strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum 

masyarakat terkait aspek yuridis pembangunan 

TPA. Kegiatan pada 6 Oktober 2025 ini diikuti 

30 peserta dari berbagai unsur masyarakat 

dengan dukungan mahasiswa dan tim 

pengabdian. Materi disampaikan oleh Mar’atun 

Fitriah, S.H., M.H., yang memberikan 

pemahaman komprehensif tentang landasan 

hukum pengelolaan lingkungan, tanggung jawab 

dalam penanganan limbah, serta hak masyarakat 

atas lingkungan yang bersih, sehat, dan 

berkelanjutan sesuai regulasi yang berlaku. 

Sosialisasi ini menggunakan pendekatan 

edukatif dan partisipatif untuk mendorong 

keterlibatan aktif peserta serta mengaitkan 

materi hukum dengan kondisi lingkungan 

setempat. Kegiatan mendapat respons positif 

dan antusias dari warga, yang menilai sosialisasi 

sebagai bentuk nyata tanggung jawab sosial 

universitas. Dalam diskusi, masyarakat berbagi 

pengalaman terkait masalah limbah dan 

pencemaran yang sebelumnya belum dipahami 

dari perspektif hukum. Antusiasme tersebut 

menunjukkan bahwa penyampaian materi secara 

komunikatif dan kontekstual efektif dalam 

meningkatkan pemahaman serta kesadaran 

masyarakat mengenai kewajiban hukum dalam 

menjaga kelestarian lingkungan (Ika 

Indrieaswati et al., 2022). 

Hasil diskusi kelompok menunjukkan 

peningkatan pemahaman masyarakat bahwa 

pembangunan TPA harus disertai AMDAL 

sesuai Pasal 22 UUPPLH, mengoreksi anggapan 

sebelumnya bahwa fasilitas publik tidak 

memerlukan kajian lingkungan. Sosialisasi ini 

menegaskan bahwa AMDAL merupakan 

instrumen hukum penting untuk mencegah 

pencemaran dan meminimalisir konflik sosial 
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akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan. 

Dengan demikian, kegiatan ini berhasil 

meningkatkan literasi hukum ekologis 

masyarakat sebagai dasar bagi pembangunan 

berkelanjutan berbasis partisipasi publik 

(Aditama & Burhanudin, 2022). 

Temuan kegiatan ini sejalan dengan 

penelitian Yuliana dan Rahayu (2022) yang 

menunjukkan bahwa penyuluhan hukum 

berbasis komunitas efektif memperkuat peran 

masyarakat dalam mengawasi potensi 

pelanggaran lingkungan. Melalui pendekatan 

interaktif dan studi kasus, masyarakat menjadi 

lebih mampu mengenali persoalan hukum 

lingkungan dan tergerak melakukan aksi kolektif 

bagi kelestarian alam. Dalam pelaksanaannya di 

Desa Sattoko, sosialisasi ini tidak hanya 

memperluas pemahaman hukum masyarakat, 

tetapi juga menumbuhkan kesadaran tanggung 

jawab sosial dan mendorong partisipasi aktif 

warga dalam advokasi serta perlindungan 

lingkungan hidup (Yastika et al., 2025). 

Secara analitis, sosialisasi ini 

membuktikan bahwa pendidikan hukum 

berbasis komunitas efektif dalam meningkatkan 

kesadaran hukum dan kepedulian ekologis 

masyarakat desa. Program ini tidak hanya 

meningkatkan pemahaman hukum lingkungan 

dalam jangka pendek, tetapi juga membangun 

komitmen jangka panjang untuk tata kelola 

lingkungan yang berkelanjutan. Dengan 

meningkatnya literasi hukum, sinergi antara 

masyarakat, pemerintah desa, dan institusi 

pendidikan dapat semakin kuat dalam 

mengawasi dan mengelola dampak 

pembangunan TPA. Karena itu, kegiatan ini 

layak dijadikan model pengabdian berbasis 

literasi hukum lingkungan yang relevan untuk 

diterapkan di desa-desa lain. 

Sosialisasi Hukum Lingkungan di Desa 

Sattoko menunjukkan peran signifikan dalam 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat 

terkait implikasi pembangunan TPA, terlihat 

dari mayoritas warga yang setelah sosialisasi 

menyatakan cukup hingga sangat paham 

mengenai tujuan pembangunan, manfaat 

pengelolaan sampah, serta potensi dampak 

negatif seperti bau, pencemaran, dan gangguan 

kesehatan. Hampir seluruh responden hadir 

dengan pengetahuan awal mengenai rencana 

pembangunan TPA, namun sosialisasi 

memperkuat pemahaman mereka terutama 

terkait aspek hukum seperti perizinan, tata 

ruang, penebangan pohon, dan kewajiban 

pemerintah dalam mitigasi dampak lingkungan. 

Sementara tingkat kekhawatiran warga masih 

tinggi, hal ini justru mengindikasikan 

meningkatnya sensitivitas dan kesadaran hukum 

terhadap risiko ekologis dan sosial. Respon 

positif terhadap kejelasan informasi—meskipun 

beberapa menganggapnya kurang jelas—

menunjukkan bahwa mekanisme penyampaian 

materi sudah berjalan baik, namun masih 

membutuhkan penyempurnaan dalam hal 

transparansi anggaran, penyampaian tahapan 

pembangunan, dan jaminan perlindungan 

lingkungan. Beragam masukan seperti 

kebutuhan TPS sementara, perbaikan akses 

jalan, penanaman pohon pengganti, hingga 

peluang kerja lokal mengindikasikan bahwa 

sosialisasi berhasil mendorong partisipasi 

berbasis pemahaman hukum. Secara 

keseluruhan, sosialisasi ini berfungsi sebagai 

instrumen strategis dalam membentuk kesadaran 

hukum masyarakat, meningkatkan literasi 

lingkungan, serta memperkuat dukungan kritis 

dan konstruktif terhadap pembangunan TPA di 

Desa Sattoko. 

Evaluasi Program dan Penyusunan 

Rekomendasi Kebijakan 

Tahap evaluasi program menunjukkan 

bahwa kegiatan pengabdian di Desa Sattoko 

berjalan efektif dalam meningkatkan 

pemahaman hukum lingkungan. Melalui 

kuesioner, 90% peserta menyatakan merasa 

mendapat dampak positif dan wawasan baru 

terkait tanggung jawab hukum dalam 

pengelolaan lingkungan. Evaluasi juga 

memperlihatkan bahwa pendekatan sosialisasi 

partisipatif menciptakan proses pembelajaran 

yang interaktif, di mana peserta terlibat aktif 

dalam refleksi dan diskusi mengenai persoalan 

hukum yang relevan dengan kondisi lingkungan 

setempat. 

Hasil evaluasi menjadi dasar 

penyusunan rekomendasi kebijakan bagi 

Pemerintah Desa Sattoko untuk memperkuat tata 

kelola lingkungan berbasis hukum. 

Rekomendasi tersebut meliputi: perlunya 

sosialisasi hukum lingkungan yang 

berkelanjutan, pentingnya keterlibatan 

masyarakat dalam pemantauan pembangunan 

dan operasional TPA, serta penguatan kerja 

sama antara pemerintah dan perguruan tinggi 

melalui program pendampingan berbasis riset. 

Ketiga rekomendasi ini menegaskan pentingnya 

pendekatan kolaboratif dan berbasis evidensi 
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dalam mewujudkan pembangunan desa yang 

berkelanjutan (Samudra MB et al., 2025). 

Temuan penelitian ini selaras dengan 

konsep legal awareness raising menurut 

Soekanto (2019), yang menyatakan bahwa 

kesadaran hukum tumbuh melalui proses 

edukatif dan keterlibatan langsung masyarakat 

dalam menghadapi persoalan hukum. Dalam 

kegiatan pengabdian di Desa Sattoko, hal ini 

tampak melalui partisipasi warga dalam forum 

diskusi, observasi lapangan, dan perumusan 

solusi hukum yang sesuai dengan kondisi lokal. 

Karena itu, kegiatan ini tidak hanya 

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 

hukum lingkungan, tetapi juga membangun 

kesadaran hukum melalui pengalaman empiris 

yang bersifat praktis (Raihan et al., 2025). 

Secara analitis, hasil evaluasi 

mengindikasikan bahwa keberhasilan 

peningkatan kesadaran hukum lingkungan 

masyarakat sangat ditentukan oleh keberlanjutan 

program edukasi dan pendampingan yang 

konsisten. Tanpa adanya kesinambungan 

kegiatan tersebut, pemahaman hukum yang telah 

diperoleh masyarakat berpotensi bersifat 

sementara dan tidak berdampak signifikan 

terhadap perubahan perilaku jangka panjang. 

Berdasarkan temuan ini, rekomendasi yang 

disusun menekankan pentingnya penguatan 

kelembagaan di tingkat desa yang mampu 

mengintegrasikan pendidikan hukum dengan 

kebijakan pengelolaan lingkungan secara 

sistematis. Upaya ini dapat diimplementasikan 

melalui pembentukan tim pemantau lingkungan 

berbasis masyarakat yang bersinergi dengan 

pemerintah desa serta institusi akademik sebagai 

mitra strategis dalam pendampingan dan 

pengawasan berkelanjutan. 

Dengan demikian, tahap evaluasi dan 

perumusan rekomendasi kebijakan ini tidak 

hanya berfungsi sebagai mekanisme refleksi 

terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan, tetapi 

juga sebagai instrumen strategis untuk 

memperkuat tata kelola hukum lingkungan di 

tingkat masyarakat desa. Berdasarkan temuan 

evaluasi, kegiatan pengabdian di Desa Sattoko 

terbukti berkontribusi dalam membangun 

kesadaran hukum masyarakat yang adaptif dan 

berbasis bukti empiris. Selain itu, rekomendasi 

yang dihasilkan memiliki potensi untuk 

dijadikan model kebijakan partisipatif yang 

dapat diterapkan di desa lain, khususnya dalam 

rangka pengelolaan sampah dan mitigasi 

dampak lingkungan secara berkelanjutan. 

Evaluasi program sosialisasi mengenai 

pembangunan TPA di Desa Sattoko 

menunjukkan bahwa kegiatan tersebut telah 

berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat 

tentang aspek hukum dan lingkungan, meskipun 

masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu 

diperbaiki untuk keberlanjutan program dan 

penyusunan kebijakan yang lebih responsif. 

Mayoritas responden menyatakan cukup hingga 

sangat paham terkait tujuan pembangunan, 

dampak positif, serta potensi dampak negatif 

TPA, menandakan bahwa materi sosialisasi 

telah diterima dengan baik. Kendati demikian, 

tingginya tingkat kekhawatiran warga—yang 

didominasi kategori “khawatir” hingga “sangat 

khawatir”—menjadi indikator bahwa kebijakan 

pengelolaan lingkungan dan mitigasi dampak 

perlu diperkuat dan disampaikan secara lebih 

transparan. Masukan masyarakat tentang 

percepatan perizinan, kejelasan anggaran, 

penataan akses jalan, penanaman pohon 

pengganti, penyediaan TPS sementara, hingga 

peluang kerja lokal mencerminkan kebutuhan 

akan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis 

partisipasi. Selain itu, adanya beberapa 

responden yang merasa kurang dilibatkan serta 

adanya dua warga yang tidak setuju terhadap 

pembangunan TPA menjadi sinyal penting 

untuk memperluas ruang dialog dan memastikan 

mekanisme konsultasi publik berjalan lebih 

merata. Secara keseluruhan, evaluasi ini 

menunjukkan bahwa program sosialisasi telah 

memberikan fondasi kesadaran hukum yang 

kuat, namun rekomendasi kebijakan perlu 

diarahkan pada peningkatan transparansi, 

penguatan mitigasi lingkungan, optimalisasi 

partisipasi warga, serta pembentukan sistem 

pengawasan bersama agar pembangunan TPA 

dapat berjalan secara akuntabel, aman, dan 

berkelanjutan. 

Pendampingan Lanjutan dan Perencanaan 

Keberlanjutan Program 

Tahap pendampingan lanjutan serta 

perencanaan keberlanjutan program merupakan 

komponen krusial dalam strategi pengabdian 

masyarakat di Desa Sattoko. Tim pengabdian 

secara aktif mendukung masyarakat dan 

Pemerintah Desa agar tetap mampu 

mempertahankan kelanjutan program setelah 

kegiatan inti selesai. Pendampingan ini 

dilaksanakan secara berkesinambungan untuk 

memastikan masyarakat tidak hanya 

memperoleh pemahaman mengenai aspek 
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hukum dan lingkungan, tetapi juga mampu 

mengimplementasikannya dalam praktik sehari-

hari. Kegiatan ini menitikberatkan pada 

penguatan kapasitas lokal sehingga warga desa 

dapat bertindak secara mandiri dalam menjaga 

kelestarian lingkungan, khususnya yang terkait 

dengan pembangunan Tempat Pemrosesan 

Akhir (TPA) (Panjaitan & Azhar, 2021). 

Pendampingan dilaksanakan melalui dua 

pendekatan, yakni secara offline dan online. 

Pada pendekatan offline, tim pengabdian 

menyelenggarakan pertemuan sederhana untuk 

bertukar informasi, membahas permasalahan 

lingkungan yang muncul, serta memberikan 

arahan praktis mengenai pemantauan kondisi di 

sekitar lokasi TPA. Sementara itu, pendekatan 

online dilakukan dengan menyebarkan konten 

edukatif berupa video animasi dan infografis 

kepada Kepala Desa, yang selanjutnya 

didistribusikan kepada seluruh warga. Strategi 

hibrida ini memungkinkan pengetahuan dan 

informasi terkait hukum lingkungan 

tersampaikan secara lebih luas, sistematis, dan 

berkelanjutan(Rusliana et al., 2022). 

Hasil dari tahap pendampingan lanjutan 

menunjukkan bahwa penerapan strategi hibrida 

terbukti efektif dalam meningkatkan 

kemandirian masyarakat. Warga desa menjadi 

lebih proaktif dalam mengamati serta 

melaporkan kondisi lingkungan, termasuk 

potensi risiko yang mungkin timbul akibat 

operasional TPA. Tingkat partisipasi aktif ini 

mencerminkan peningkatan pemahaman hukum 

dan kesadaran ekologis, yang sejalan dengan 

temuan Soekanto (2019) mengenai pentingnya 

pembelajaran partisipatif dalam membangun 

kesadaran hukum masyarakat. Soekanto 

menekankan bahwa keterlibatan langsung 

masyarakat dalam menangani isu hukum di 

lingkungan mereka merupakan faktor krusial 

dalam menginternalisasi tanggung jawab 

hukum(Anggara, 2021). 

Secara kritis, penerapan pendekatan 

hibrida ini menegaskan relevansi temuan 

literatur terkini mengenai pemberdayaan 

komunitas. Perpaduan metode tatap muka dan 

media digital memungkinkan pembelajaran yang 

kontekstual serta fleksibel, sehingga masyarakat 

dapat mengakses informasi sesuai kebutuhan. 

Pendekatan ini sejalan dengan praktik terbaik 

dalam pengabdian berbasis komunitas, yang 

menekankan kontinuitas edukasi serta 

keterjangkauan informasi bagi seluruh lapisan 

masyarakat, sebagaimana dicatat dalam studi 

literatur pengabdian hukum lingkungan oleh 

Yuliana & Rahayu (2022). 

Dengan demikian, tahap pendampingan 

lanjutan dan perencanaan keberlanjutan program 

tidak hanya memperkuat dampak jangka 

panjang dari kegiatan pengabdian, tetapi juga 

membentuk fondasi kelembagaan masyarakat 

yang mampu mengimplementasikan prinsip-

prinsip hukum dan pengelolaan lingkungan 

secara berkelanjutan. Strategi ini menegaskan 

bahwa keberhasilan program pengabdian tidak 

semata diukur dari peningkatan pengetahuan 

selama kegiatan berlangsung, melainkan juga 

dari kemampuan masyarakat untuk secara 

mandiri melaksanakan tanggung jawab hukum 

terhadap lingkungan. Pendekatan ini dapat 

menjadi model yang relevan bagi program 

serupa di desa-desa lain yang menghadapi isu 

pembangunan TPA dan membutuhkan 

partisipasi aktif masyarakat dalam mitigasi 

dampak lingkungan. 

Pendampingan lanjutan dan perencanaan 

keberlanjutan program dalam upaya peningkatan 

kesadaran hukum masyarakat mengenai 

implikasi pembangunan TPA di Desa Sattoko 

menjadi sangat penting mengingat hasil survei 

menunjukkan bahwa meskipun mayoritas warga 

sudah cukup hingga sangat paham mengenai 

tujuan pembangunan, dampak positif, dan 

sebagian besar dampak negatifnya, tingkat 

kekhawatiran mereka tetap berada pada kategori 

tinggi. Hal ini menandakan bahwa masyarakat 

membutuhkan pendampingan berkelanjutan agar 

pemahaman hukum dan lingkungan mereka 

semakin matang serta kekhawatiran dapat 

terkelola melalui informasi yang akurat dan 

transparan. Selain itu, adanya beberapa 

responden yang merasa kurang paham, tidak 

setuju, atau tidak merasa dilibatkan dalam 

proses keputusan mengindikasikan perlunya 

mekanisme komunikasi yang lebih inklusif pada 

tahap lanjutan. Partisipasi masyarakat yang kuat 

terlihat dari berbagai saran konstruktif—mulai 

dari urgensi percepatan izin, perbaikan akses 

jalan, transparansi anggaran, penanaman pohon 

pengganti, penyediaan TPS sementara, 

pengawasan bersama, hingga harapan akan 

peluang kerja lokal—yang menunjukkan bahwa 

warga memiliki kesadaran hukum yang 

berkembang dan ingin terlibat aktif dalam 

pengawasan pembangunan. Temuan ini 

menegaskan bahwa pendampingan lanjutan 

harus dirancang untuk memastikan adanya 

pembaruan informasi secara rutin, forum dialog 
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berkala, edukasi hukum dan lingkungan yang 

berkesinambungan, serta pelibatan warga dalam 

perencanaan teknis agar pembangunan TPA 

berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan 

keberlanjutan. Secara keseluruhan, 

pendampingan lanjutan dan perencanaan 

keberlanjutan program menjadi kunci dalam 

menjaga partisipasi masyarakat, meningkatkan 

kepercayaan publik, dan memastikan bahwa 

pembangunan TPA di Desa Sattoko dapat 

terlaksana dengan aman, transparan, serta 

berorientasi pada perlindungan lingkungan 

jangka panjang. 

Gambar 1: Sosialisasi Hukum Lingkungan di Desa Sattoko 

SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan temuan pengabdian, dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan di 

Desa Sattoko berhasil meningkatkan kesadaran 

hukum masyarakat terkait dampak 

pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 

terhadap lingkungan. Melalui sosialisasi, 

pendampingan, dan forum diskusi tripartit, 

masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih 

baik mengenai Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL), hak dan kewajiban 

hukum, serta pentingnya keterlibatan warga 

dalam pemantauan lingkungan. Hasil ini juga 

menunjukkan peningkatan literasi hukum 

ekologis dan kesiapan warga untuk bekerja sama 

dengan pemerintah desa dalam pengelolaan 

lingkungan secara berkelanjutan. Sebagai tindak 

lanjut, disarankan agar program sosialisasi dan 

pendampingan hukum lingkungan dijalankan 

secara kontinu dan terintegrasi dengan lembaga 

akademik serta pemerintah daerah untuk 

memperkuat kapasitas masyarakat dalam 

menerapkan prinsip kehati-hatian serta tanggung 

jawab hukum terhadap pembangunan TPA. 
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